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PUTUSAN

Nomor 565/Pdt.G/2022/PA.Brb
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir
Pantai Hambawang Timur, 01 April 1997,
agama Islam, pekerjaan XXX XXXXX XXXXXX,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,
sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tabihi, 22 Oktober 1995, agama
Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA,
tempat kediaman KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti
Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18
November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 565/Pdt.G/2022/PA.Brb,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 September 2017 Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan XXXXXXXXX XXXX
XXXXXX XXXXXX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0198/015/1X/2017 tanggal
11 September 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pantai Hambawang Barat
XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXKK XXXX XXXXXX XXXXXX sekitar 4 hari,
di rumah orang tua Tergugat di Desa Tabihi XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXxxX sekitar 1 tahun 4 bulan, walaupun selama
pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sering berkunjung ke
tempat kediaman orang tua Penggugat dalam jangka waktu selama 7 hari
tinggal di rumah orang tua Penggugat. Selama pernikahan tersebut
Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami
isteri/ba’da dukhul tapi belum dikaruniai anak;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan
harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 9 bulan sampai bulan Juni
tahun 2018, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan
dan pertengkaran disebabkan :

3.1. Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat
dikarenakan penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk pribadi
Tergugat saja, sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orang
tua Penggugat;

3.2. Orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Tergugat
dengan Penggugat;

3.3. Tergugat kurang memperdulikan Penggugat sebagai seorang istri
dan hanya mementingkan dirinnya sendiri bahkan ketika Penggugat
mengajak Tergugat untuk menghadiri acara keluarga, Tergugat
malah tidak mau;

3.4. Tergugat sering keluyuran pada malam hari tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 03
Januari 2019, yang disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk
pulang ke rumah orang tua Tergugat dan meminta Penggugat untuk tidak

perlu menyapa orang tua Tergugat. Setelah perselisihan dan pertengkaran
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tersebut Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua
Tergugat yang sebagaimana alamat di atas dan sampai saat ini Tergugat
tidak pernah menjemput Penggugat untuk kembali tinggal Bersama dengan
Tergugat;

5. Bahwa sejak tanggal 13 Januari 2019 hingga saat ini tanggal 17 November
2022 selama 3 tahun 10 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk
mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta
tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Maka Penggugat
berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dan memohon agar
Majelis hakim Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap
Penggugat;

6. Bahwa, jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum
untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil
Akta Cerai;

7. Bahwa, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak
bulan Januari 2019 sampai dengan bulan November 2022. Oleh karena itu
Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah
terutang (madliyah) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per
bulannya yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah
iddah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta
Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan
Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
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Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (Wahyudin bin Mahmud)
terhadap Penggugat (Rabi Siti Rahmah binti Abdul Halim);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum
Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah selama masa Iddah
sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum
Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah terutang (madliyah)
sejumlah Rp4.600.000,00 (sempat juta enam ratus ribu rupiah);

5. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta
Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenubhi isi diktum
di atas;

6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
sebagaimana relaas panggilan Nomor 565/Pdt.G/2022/PA.Brb, dan tidak
ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak
dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;
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Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rahmah in casu
Penggugat, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX,
Tanggal 16 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen,
kemudian diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor 0198/015/IX/2017
Tanggal 11 September 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang temyata sesuai dan telah
di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2
orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Xxxxxx,
bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah
sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami
istri karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
menikah pada September 2017;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah
orang tua Tergugat di XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
XXXX XXXXXX XXXXXXX;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat
dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat diantar oleh Tergugat
dikembalikan kepada orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan

Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui permasalahan rumah
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tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak
dapat mencukupi nafkah Penggugat, sehingga Penggugat dibantu oleh
orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya
sudah tidak ada hubungan baik lagi;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh, namun penghasilannya tidak
diketahui pasti;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk
tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di
bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami
istri karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
menikah pada September 2017;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah
orang tua Tergugat di XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
XXXX XXXXXX XXXXXXX;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat
dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat diantar oleh Tergugat
dikembalikan kepada orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui permasalahan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak
memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi
kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari dicukupi oleh orang tua
Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya

sudah tidak ada hubungan baik lagi;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh, namun penghasilannya tidak

diketahui pasti;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk

tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan
mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada
pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor
0198/015/1X/2017, tanggal 11 September 2017 (Bukti P.2) Penggugat dan
Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh
sebab itu, Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki legal standing untuk
mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir. Maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun
Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama,namun upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada

pendiriannya untuk bercerai.
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini
dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan setelah Hakim pelajari, ternyata gugatan Penggugat mempunyai alasan
serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal
149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara
verstek;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemeriksaan perkara tanpa
kehadiran Tergugat, Imam Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab Fath
Al-Mu‘in (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Hakim
sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim,
menyatakan:

Bl (5551l el oo sl cadas 12 GOS0y ) 52) (Sl e sLadlly
55 oy eI S g S S5 B2 £ 3 OF 0 (Js ) foyie o8 3)
aad 3 54 0
Artinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di
tempat atau dari majelis hakim, baik ketidak hadirannya itu
bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila
Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak
menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
terhadap Tergugat adalah karena hubungan Penggugat dengan Tergugat yang
sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus terjadi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian yang diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran

yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan, maka Penggugat tetap dibebani
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untuk membuktikan gugatannya, dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1
dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dan P.2 tersebut merupakan fotokopi
sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat
bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah
memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2
tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang
secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata
dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta
autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (volledig), artinya
hakim terikat (bindende) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempumaan dan
mengikainya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya
dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1,
maka harus dinyatakan terbukti Penggugat adalah bertempat tinggal di
Kabupaten Hulu Sungai tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2,
maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam
perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti
saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah

memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk
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diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan

keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima

sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 humuf b

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah
pada September 2017;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang
tua Tergugat di XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX  XXXX
XXXXXX XXXXXXX;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat diantar oleh Tergugat
dikembalikan kepada orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar, namun saksi mengetahui permasalahan mumah tangga
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan
nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup
Penggugat sehari-hari dicukupi oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah
tidak ada hubungan baik lagi;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh, namun penghasilannya tidak
diketahui pasti;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak
cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta
yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan saling
bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil yang

harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Hakim dapat
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menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana

maksud Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di
persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di
persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang belum
dikaruniai anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang
tua Tergugat di XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX  XXXXXXXXX  XXXX
XXXXXX XXXXXXKX;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat diantar oleh Tergugat
dikembalikan kepada orang tua Penggugat;

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga
untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari dicukupi oleh
orang tua Penggugat;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah
tidak ada hubungan baik lagi;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh, namun penghasilannya tidak
diketahui pasti;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak
cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat
hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai
merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan
bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk
menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian

akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun
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yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak
keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama
menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besamya dampak dari sebuah perceraian
maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan
bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak
semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan
hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara
suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa “perselisihan” adalah perbedaan pendapat yang
sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang
bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak
diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang
memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual
semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja.
Adapun “pertengkaran” adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan
oleh suami dan istri, yang tidak hanya bemujud non fisik (kata-kata lisan/
verbal yang menjurus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga
tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda,
mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan
rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat
dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditentukan
peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan perceraian, adalah
perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak bisa
didamaikan lagi. Hal ini ditegaskan untuk menjaga kemuliaan lembaga
perkawinan sebagai satu ikatan komitmen yang sakral, dengan dimensi ibadah
dan konsekuensi yuridis yang kompleks. Dengan penegasan tersebut

diharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kualifikasi "darurat’ tanpa altematif lain, dan bukanlah perceraian
yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, maka Hakim
berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun
dan harmonis lagi. Karena melihat penyebab utama perselisihan tersebut dan
rangkaian kronologis perselisihan Penggugat dan Tergugat sebagaimana
diuraikan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa keduanya ternyata tidak mampu
menjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri.
Ketidakmampuan ini akhimya secara jelas berpengaruh terhadap kualitas
hubungan Penggugat dan Tergugat, dan menyebabkan terjadinya perselisihan
dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan melihat sifat, penyebab, serta rentang waktu
ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung
setidaknya selama 2 (dua) tahun terakhir hingga terjadi perpisahan tempat
tinggal, serta dengan melihat gagalnya upaya-upaya mendamaikan yang
dilakukan pihak keluarga, maka dapat disimpulkan, bahwa perselisihan
Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sulit didamaikan
lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta
sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997
tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal
bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut juga bersesuaian dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret
1999 yang memuat kaidah hokum; “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu
tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak bemiat meneruskan
kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai

dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
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1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 hurf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19747,
Menimbang, bahwa setidaknya selama 2 (dua) tahun terakhir Penggugat
dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi
selayaknya pasangan suami istri yang harmonis. Maka berdasarkan fakta ini
sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri,
Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk
saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir
bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena
kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak
pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya
sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu
adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar
perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka
perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing
pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;
Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan
Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan
terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratan. Karena
ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya
pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan
efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;
Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin
mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak
bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan
penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri.
Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan

perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi
kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih
besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal
mana sesuai dengan qaidah ushul figh yang berbunyi:

clad) Qs e adte auldal 50

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil
kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan
Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (broken marriage) sebagimana
diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar
hukum Islam dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq, Juz I,

halaman 83 yang menyatakan :

L a2y aly )l Sladl ol g @l alas Syl jlal a8
Dl Y 25 s e Bose gl An )l el Sums gl YV 0 L
AV aall 79, oLl ) g mgall padly cpa g3l Al e aSay o) olina
Artinya : ‘Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi
nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh
(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah
satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah

aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan
dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut
untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada
angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Hakim menjatuhkan talak satu dari

Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat
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sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam Jo Surat
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang
dijadikan pertimbangan Hakim, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu
bain sugra;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan berupa nafkah selama
massa Iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah kewajiban bagi Tergugat
sekaligus merupakan hak bagi Penggugat selama Penggugat tidak melakukan
perbuatan nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Tergugat dalam persidangan
tidak dapat didengar jawabannya mengenai Penggugat adalah isteri yang
nusyuz, dan pula telah terbukti Penggugat diantar pulang oleh Tergugat
dikembalikan ke rumah orang tua Penggugat, sehingga dengan demikian
Penggugat memiliki hak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat pasca
terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Tugas
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan point 3 bahwa istri dapat diberikan nafkah
iddah dalam perkara cerai gugat sepanjang tidak terbukti nusyuz, dan point 2
bahwa dalam menetapkan nafkah tersebut harus mempertimbangkan rasa
keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami
dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan /atau anak;

Menimbang, bahwa untuk nafkah iddah Hakim mempertimbangkannya
sebagai berikut, bahwa Hakim berpendapat dipandang mampu bagi Tergugat
sebagai seorang buruh yang memiliki penghasilan sekurang-kurangnya
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap hari, sehingga diasumsikan Hakim
untuk satu bulan lebih kurang Tergugat berpenghasilan Rp3.000.000,00 (tiga

juta rupiah), maka patut dan layak bagi Tergugat untuk dihukum memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah selama massa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu
juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan
pasca-perceraian, berdasarkan spirit Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan
dengan Hukum, yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 huruf (b) tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, serta dengan memperhatikan
surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/Hk.00/5/2021
tanggal 24 Mei 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan
Anak Pasca Perceraian, maka Hakim perlu menyatakan dalam amar putusan
bahwa kewajiban pembayaran nafkah iddah yang telah ditetapkan harus
dilaksanakan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai atas
namanya, dan Panitera Pengadilan Agama Barabai diperintahkan untuk
menyerahkan akta cerai tersebut setelah kewajiban Tergugat dipenuhi,
sebagaimana yang tercantum dalam dictum putusan ini;

Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah
lampau (madhiyah) yang terhutang tersebut maka Hakim akan
mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1 ) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan
bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa salah satu pendapat yang terdapat dalam dalam
Kitab lanatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih menjadi
pertimbangan Hakim yang artinya :

“Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun
sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami
terhadap isteri”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti Tergugat
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mengantarkan kembali Penggugat ke orang tuanya lebih kurang 2 (dua) tahun,
dan selama kurun waktu itupula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat, karena fakta persidangan telah terbukti selama pisah tidak ada
kepedulian antara keduanya, sehingga Penggugat yang mencukupi
kebutuhannya dengan dibantu oleh orang tua Penggugat, maka Hakim menilai
bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada
Penggugat sebagai isterinya selama 24 bulan dan kelalain tersebut menjadi
hutang Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
maka Hakim menilai bahwa oleh karena gugatan Penggugat atas nafkah
lampau (madhiyah) yang terhutang telah terbukti dan beralasan hukum maka
Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan
dikabulkan, dengan menyatakan Tergugat patut untuk dihukum memberikan
hak Penggugat selama 24 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa nominal nafkah lampau (madhiyah) yang terhutang
yang diminta Penggugat sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus
ribu rupiah), Hakim akan menentukan sendir jumlah nominal yang pantas dan
layak diterima oleh Penggugat dengan melihat kepada beberapa hal
diantaranya jangka waktu lamanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
dan keadaan finansial Tergugat itu sendiri serta standar biaya hidup dimana
Penggugat dan Tergugattinggal;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat mempunyai pekerjaan
sebagai seorang buruh yang memiliki penghasilan sekurang-kurangnya
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap hari, sehingga diasumsikan Hakim
untuk satu bulan lebih kurang Tergugat berpenghasilan Rp3.000.000,00 (tiga
juta rupiah), dengan demikian tidak berarti Tergugat terbebas dari kewajibannya
untuk memberikan nafkah madhiyah kepada istrinya sehingga untuk besaran
nafkah madhiyah yang terhutang, Hakim menilai bahwa Tergugat patut
dibebankan untuk memberikan nafkah lampau (madhiyah) yang terhutang
kepada Penggugat sebesar Rpl100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap bulan
sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat dan selama 24 bulan sehingga

total nafkah lampau (madhiyah) yang terhutang yang harus dibayarkan sebesar

i AT

ot F‘
Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No. 565/Pdt.G/2022/PA.Brb
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Rp2.400.000.00, (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar
nafkah lampau (madhiyah) yang terhutang kepada Penggugat sejumlah
Rp2.400.000.00, (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan
pasca-perceraian, berdasarkan spirit Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan
dengan Hukum, yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 huruf (b) tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, serta dengan memperhatikan
surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/Hk.00/5/2021
tanggal 24 Mei 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan
Anak Pasca Perceraian, maka Hakim perlu menyatakan dalam amar putusan
bahwa kewajiban pembayaran nafkah iddah , mut'ah dan madhiyah yang telah
ditetapkan harus dilaksanakan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta
cerai atas namanya, dan Panitera Pengadilan Agama Barabai diperintahkan
untuk menyerahkan akta cerai tersebut setelah kewajiban Tergugat dipenuhi,
sebagaimana yang tercantum dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang
perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara’ dan peraturan

perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (Wahyudin bin Mahmud)
terhadap Penggugat (Rabi Siti Rahmah binti Abdul Halim);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum
Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:

4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah);

4.2. Nafkah madhiyah (nafkah terutang) sejumlah Rp100.000,00 (seratus
ribu rupiah) perbulan yang dikalikan selama 24 (dua puluh empat)
bulan menjadi sejumlah Rp2.400.000.00 (dua juta empat ratus ribu
rupiah);

5. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta
Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenubhi isi diktum
Angka 4 (empat) di atas;

6. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah

Rp485.000,00 ( empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 6 Desember
2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1444 Hijriah oleh kami
Rizal Anf Fitria, S.H.,M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua
Pengadilan Agama Barabai Nomor 565/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 18
November 2022 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasarn adanya Surat Izin
Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor
168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan
dibantu oleh Siti Nailul Fauziyah, S.H.l sebagai Panitera Pengganti, dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Siti Nailul Fauziyah, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp 340.000,00
- PNBP 'Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah ‘Rp 485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah ).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21



